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ABSTRAK

Peningkatan gaji dan tunjangan guru merupakan isu krusial dalam sistem pendidikan Indonesia yang
memengaruhi kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak
kebijakan peningkatan gaji dan tunjangan guru terhadap anggaran pendidikan nasional serta efektivitasnya dalam
meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi
literatur, penelitian ini menyoroti kesenjangan pendapatan antara guru PNS dan non-PNS, disparitas regional,
serta dampaknya terhadap motivasi dan kinerja guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan gaji dan
tunjangan guru bukanlah beban anggaran mendasar untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru,
Namun, kebijakan ini menimbulkan tantangan signifikan terhadap keberlanjutan anggaran pendidikan dan
membutuhkan perencanaan anggaran yang cermat, distribusi yang adil, serta evaluasi kinerja yang efektif untuk
mencapai hasil yang optimal.

Kata Kunci: Gaji Guru, Tunjangan Guru, Anggaran Pendidikan, Kesejahteraan Guru, Kualitas Pendidikan

ABSTRACT

The increase in teachers’ salaries and allowances is a significant issue in Indonesia’s education system,
influencing teacher welfare and education quality. This study aims to analyze the impact of policies on increasing
teachers’salaries and allowances on the national education budget and their effectiveness in improving education
quality. Using qualitative research methods with a literature study approach, this research highlights the income
disparity between civil servant and non-civil servant teachers, regional inequalities, and their impact on teacher
motivation and performance. The findings indicate that raising teachers’salaries is not a budgetary burden but a
fundamental necessity to improve teacher welfare and professionalism. However, this policy poses significant
challenges to the sustainability of the education budget, requiring careful budget planning, equitable distribution,
and effective performance evaluation to achieve optimal outcomes.

Keywords: Teacher Salary, Teacher Allowances, Education Budget, Teacher Welfare, Education Quality

PENDAHULUAN

Guru merupakan bagian penting dari sistem pendidikan negara dan berperan penting
dalam membentuk generasi masa depan bangsa. Darling-Hammond (2020) menegaskan bahwa
kualitas sistem pendidikan tidak akan pernah melampaui kualitas para gurunya. Kesejahteraan
guru menjadi faktor krusial yang mempengaruhi tidak hanya kinerja individual, tetapi juga
kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2023),
masih terdapat kesenjangan signifikan dalam pendapatan guru di berbagai daerah di Indonesia.
Situasi ini diperparah dengan adanya disparitas antara guru PNS dan non-PNS, di mana
Wahyuni et al. (2021) menemukan bahwa 60% guru honorer menerima gaji di bawah upah
minimum regional.

Peningkatan kesejahteraan guru telah menjadi agenda prioritas dalam reformasi
pendidikan di berbagai negara. Studi komparatif yang dilakukan oleh OECD (2023)
menunjukkan bahwa negara-negara dengan performa pendidikan terbaik seperti Finlandia,
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Singapura, dan Korea Selatan memiliki sistem remunerasi guru yang kompetitif. Di Indonesia
sendiri, implementasi berbagai kebijakan terkait kesejahteraan guru, seperti program sertifikasi
dan tunjangan profesi, telah menunjukkan dampak positif meskipun masih menghadapi
berbagai tantangan (Suryadi & Budimansyah, 2022).

Berdasarkan penelitian Suharno et al. (2020) peningkatan kesejahteraan guru memiliki

korelasi positif dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini diperkuat oleh temuan
Prasetyo dan Wibowo (2021) yang menunjukkan bahwa guru dengan kesejahteraan yang baik
memiliki tingkat produktivitas dan inovasi pembelajaran yang lebih tinggi.
Namun, implementasi kebijakan peningkatan gaji dan tunjangan guru juga menimbulkan
perdebatan terkait kemampuan fiskal negara. Azizah dan Rahman (2022) mengungkapkan
bahwa alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan guru telah mencapai 50% dari total anggaran
pendidikan di beberapa daerah. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang sustainabilitas
kebijakan tersebut dalam jangka panjang.

Kompleksitas permasalahan ini juga disoroti oleh Gunawan et al. (2023) yang
mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia:

1. Keterbatasan anggaran pemerintah pusat dan daerah

2. Distribusi guru yang tidak merata antar wilayah

3. Sistem evaluasi kinerja yang belum optimal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak kebijakan
peningkatan gaji dan tunjangan guru terhadap anggaran pendidikan nasional serta
efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan
analitis-evaluatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk
pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola kesejahteraan guru tanpa
membebani anggaran negara secara berlebihan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin &
Licoln (1994) dalam (Anggito & Setiawan, 2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang
menggunakan lingkungan alam untuk tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi; Metode
penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kepustakaan. Metode ini
merupakan metode pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori dari berbagai
literatur terkait penelitian (Fadli, 2021). Pendekatan penelitian kepustakaan menurut Zed
(2004) dalam (Fadli, 2021) memerlukan pelaksanaan empat tahapan yaitu: menyiapkan
peralatan yang diperlukan, menyiapkan daftar pustaka kerja, mengatur waktu, membaca dan
mencatat bahan penelitian.

Dalam artikel ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mengolah
informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti buku dan artikel jurnal ilmiah.
Pencarian bibliografi penulis peroleh dari website jurnal online seperti Google Scholar, Open
Knowledge.map, Sinta, dan Science Direct. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif.

PEMBAHASAN
Kondisi Gaji dan Tunjangan Guru di Indonesia

Kondisi gaji dan tunjangan guru di Indonesia menunjukkan disparitas yang signifikan
berdasarkan status kepegawaian, kualifikasi, dan wilayah penugasan. Hal ini mencerminkan
kompleksitas dalam sistem remunerasi pendidikan nasional. Berdasarkan penelitian Widodo
dan Sulistyowati (2021) rata-rata gaji guru PNS berkisar antara Rp 3,5 juta hingga Rp 5,5 juta
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per bulan, ditambah tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok. Namun, situasi ini sangat
kontras dengan kondisi guru non-PNS.

Penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Prasetyo et al. (2023) mengungkapkan
kondisi yang memprihatinkan bagi guru honorer. Di daerah perkotaan, guru honorer rata-rata
menerima Rp 1,8 juta hingga Rp 2,5 juta per bulan, sementara di daerah pedesaan dan terpencil,
pendapatan mereka bahkan lebih rendah, hanya berkisar Rp 800 ribu hingga Rp 1,5 juta per
bulan. Lebih mengkhawatirkan lagi, 78% guru honorer tidak mendapatkan tunjangan tambahan
seperti asuransi kesehatan atau dana pensiun.

Disparitas regional juga menjadi masalah serius dalam sistem penggajian guru di
Indonesia. Gunawan dan Rahmawati (2023) menemukan bahwa guru di Pulau Jawa rata-rata
menerima pendapatan 30-40% lebih tinggi dibandingkan rekan mereka di Indonesia bagian
timur, meskipun dengan kualifikasi yang sama. Darmaningtyas (2022) dalam bukunya
mengidentifikasi bahwa kesenjangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan
kemampuan fiskal antar daerah, variasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan
anggaran pendidikan, ketimpangan distribusi guru berkualifikasi, serta perbedaan beban kerja
dan tanggung jawab.

Terkait implementasi tunjangan profesi guru, Sulfemi dan Qodir (2023)
mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi. Masalah-masalah tersebut mencakup
keterlambatan pencairan yang bisa mencapai 3-6 bulan, persyaratan administratif yang
kompleks, kesulitan dalam memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu, serta
keterbatasan akses sertifikasi bagi guru di daerah terpencil.

Dampak dari kesenjangan pendapatan ini sangat signifikan terhadap kinerja guru.
Menurut penelitian Supriadi et al. (2023) 65% guru honorer terpaksa mencari pekerjaan
sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Situasi ini berdampak pada menurunnya
produktivitas dan fokus dalam pengajaran, meningkatnya tingkat stres dan burnout, serta
menurunnya minat generasi muda untuk menekuni profesi guru.

Tilaar dan Nugroho (2023) menekankan bahwa investasi pada kesejahteraan guru
memiliki multiplier effect terhadap kualitas pendidikan. Hal ini didukung oleh temuan Suyanto
et al. (2023) yang menunjukkan korelasi positif antara kesejahteraan guru dengan peningkatan
prestasi akademik siswa, penurunan tingkat putus sekolah, inovasi dalam metode
pembelajaran, dan partisipasi aktif dalam pengembangan profesional.

Aspek psikologis dari kesejahteraan guru juga tidak dapat diabaikan. Wibowo dan
Saputra (2023) mengungkapkan bahwa ketidakpastian pendapatan berdampak signifikan pada
tingkat kepuasan kerja, komitmen terhadap profesi, kesehatan mental dan fisik, serta hubungan
sosial dengan rekan kerja dan siswa. Abduhzen (2023) menekankan pentingnya sistem
remunerasi yang mempertimbangkan faktor geografis seperti indeks kemahalan daerah, tingkat
kesulitan akses dan transportasi, ketersediaan fasilitas pendukung, serta beban kerja spesifik
wilayah.

Dampak Terhadap Anggaran Pendidikan

Dampak kebijakan peningkatan gaji dan tunjangan guru terhadap anggaran pendidikan
merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Menurut laporan Bank Dunia (2023)
peningkatan gaji dan tunjangan guru telah menghabiskan porsi signifikan dari total anggaran
pendidikan nasional, mencapai hampir 50% dari alokasi 20% APBN untuk sektor pendidikan.
Situasi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan fiskal pendidikan nasional.

Dalam penelitian Suryadi et al. (2023) mengungkapkan bahwa beban anggaran untuk
gaji dan tunjangan guru terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 12,5% per tahun dalam
-satu dekade terakhir. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk implementasi
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kebijakan tunjangan profesi, kenaikan berkala gaji pokok, dan penambahan insentif khusus
untuk daerah terpencil. Penelitian ini juga menemukan bahwa 60% kabupaten/kota di
Indonesia mengalami kesulitan dalam mengalokasikan dana yang cukup untuk pengembangan
infrastruktur pendidikan karena tingginya porsi anggaran untuk belanja pegawai.

Hermawan dan Puspitasari (2023) mengidentifikasi pola distribusi anggaran
pendidikan di tingkat daerah. Studi mereka menunjukkan bahwa rata-rata 65-75% dari Dana
Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan terserap untuk gaji dan tunjangan guru,
meninggalkan porsi yang relatif kecil untuk pengembangan program pembelajaran,
peningkatan fasilitas sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Situasi ini semakin kompleks di
daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah.

Dampak fiskal dari kebijakan peningkatan kesejahteraan guru dianalisis secara
mendalam oleh Rahman et al. (2023) penelitian mereka mengungkapkan bahwa meskipun
investasi pada kesejahteraan guru memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan, beban
fiskal yang ditimbulkan dapat mengganggu sustainabilitas program pendidikan lainnya.
Mereka menemukan bahwa daerah-daerah dengan rasio guru terhadap siswa yang tidak ideal
(terlalu banyak guru) menghadapi tekanan anggaran yang lebih besar.

Supriadi (2023) memaparkan kompleksitas pengelolaan anggaran pendidikan di era
desentralisasi. la mengidentifikasi beberapa tantangan utama, termasuk ketimpangan
kemampuan fiskal antar daerah, inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia, dan
lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan anggaran
pendidikan.

Studi komprehensif oleh Gunawan et al. (2023) menganalisis trade-off antara
peningkatan kesejahteraan guru dan kebutuhan pengembangan pendidikan lainnya. Mereka
menemukan bahwa daerah yang mengalokasikan lebih dari 70% anggaran pendidikan untuk
gaji dan tunjangan guru cenderung mengalami stagnasi dalam pengembangan infrastruktur dan
program inovatif. Namun, mereka juga mencatat bahwa investasi pada kesejahteraan guru
memiliki dampak jangka panjang yang positif pada kualitas pembelajaran, meskipun
membutuhkan pengorbanan jangka pendek dalam aspek pengembangan lainnya.

Sementara itu, Wijaya dan Raharja (2023) mengusulkan model pengelolaan anggaran
pendidikan yang lebih efisien. Mereka merekomendasikan sistem remunerasi berbasis kinerja
yang lebih terukur, rationalisasi distribusi guru, dan optimalisasi penggunaan teknologi untuk
mengurangi beban administratif. Model ini diproyeksikan dapat menghemat 15-20% dari total
anggaran gaji dan tunjangan tanpa mengurangi kesejahteraan guru secara signifikan.

Aspek sustainability anggaran pendidikan dibahas secara mendalam oleh Tilaar (2023).
la menekankan pentingnya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan guru dan
kebutuhan pengembangan sektor pendidikan lainnya. Tilaar mengusulkan pendekatan holistik
yang mempertimbangkan tidak hanya aspek finansial, tetapi juga efektivitas pembelajaran,
pemerataan akses pendidikan, dan pengembangan profesionalisme guru.

Putri et al. (2023) menganalisis dampak beban anggaran gaji guru terhadap kualitas
pendidikan secara keseluruhan. Mereka menemukan bahwa daerah yang berhasil menjaga
keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pengembangan menunjukkan peningkatan
kualitas pendidikan yang lebih signifikan. Studi ini juga mengidentifikasi praktik-praktik
terbaik dalam pengelolaan anggaran pendidikan dari berbagai daerah yang dapat dijadikan
model untuk replikasi di daerah lain.

Semua temuan ini menunjukkan bahwa meskipun peningkatan gaji dan tunjangan guru
memberikan beban signifikan terhadap anggaran pendidikan, investasi ini tetap diperlukan
dengan catatan harus dikelola secara efisien dan efektif. Diperlukan strategi komprehensif yang
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mempertimbangkan aspek sustainabilitas fiskal, pemerataan akses pendidikan, dan
peningkatan kualitas pembelajaran secara menyeluruh.

Efektivitas Program Peningkatan Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan guru merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan dunia
pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kesejahteraan guru mencakup pemenuhan kebutuhan
material dan nonmaterial yang mendukung mereka dalam menjalankan tugas profesional
secara optimal. Guru tidak hanya bertanggung jawab untuk mendidik generasi penerus bangsa
tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan karakter, perilaku, dan intelektual
peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas, baik
oleh pemerintah maupun institusi pendidikan, demi tercapainya tujuan pendidikan yang lebih
maksimal.

Secara umum, kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu sistem kehidupan yang
menyeluruh, meliputi aspek sosial, material, dan spiritual, yang dibalut dengan rasa aman,
kedamaian, dan kesopanan. Dalam konteks guru, kesejahteraan mencakup hak atas penghasilan
yang layak, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk mengembangkan kompetensi diri.
Kesejahteraan ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi motivasi, etos kerja, dan kualitas
pengajaran guru di dalam kelas.

Salah satu faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan guru adalah penghasilan
yang memadai. Gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, tunjangan profesi, dan
tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil merupakan beberapa bentuk kompensasi
material yang diterima guru. Selain itu, guru juga memiliki hak atas kenaikan gaji berkala, dana
pensiun, cuti tahunan, dan berbagai insentif lainnya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang
Guru dan Dosen yang mengatur hak-hak guru, termasuk penghasilan di atas kebutuhan hidup
minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru, terutama guru honorer,
masih menghadapi kesulitan finansial. Gaji yang diterima sering kali tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mempengaruhi kinerja mereka di dalam kelas.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk memastikan
bahwa setiap guru mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Program sertifikasi guru yang digagas oleh pemerintah merupakan salah satu upaya
strategis dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Sertifikasi ini memberikan tunjangan profesi
sebesar 50% dari gaji pokok, yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan profesionalisme
guru. Selain itu, tunjangan khusus juga diberikan kepada guru yang bekerja di daerah terpencil
atau daerah rawan konflik, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.

Kesejahteraan guru tidak hanya mencakup aspek material tetapi juga non-material.
Guru memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional, kesempatan
untuk meningkatkan kualifikasi akademik, dan akses terhadap sarana dan prasarana
pembelajaran yang memadai. Dengan demikian, kesejahteraan guru juga mencakup pengakuan
terhadap upaya mereka dalam meningkatkan kompetensi diri dan kualitas pengajaran.

Program peningkatan kesejahteraan guru juga bertujuan untuk menciptakan rasa aman
dan tenteram dalam kehidupan mereka. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, guru dapat
lebih fokus pada tugas utama mereka, yaitu mendidik dan membimbing siswa. Selain itu,
program kesejahteraan juga bertujuan untuk meningkatkan semangat dan loyalitas guru
terhadap institusi pendidikan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas
pengajaran dan hasil belajar siswa.
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Efektivitas program kesejahteraan guru dapat ditentukan melalui beberapa indikator,

antara lain peningkatan kinerja guru, penurunan absensi, dan peningkatan kualitas
pembelajaran.
Guru yang sukses biasanya memiliki motivasi tinggi dan mampu menjaga kualitas
pekerjaannya. Sebaliknya, ketika kebahagiaan guru rendah, kualitas pengajaran yang diberikan
mungkin kurang optimal sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Dalam konteks negara
berkembang, kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan guru, merupakan salah satu
tantangan terbesar. Pemerintah mempunyai peran penting dalam membangun sistem yang
mendukung kesehatan guru melalui penerapan kebijakan komprehensif dan program yang
efektif. Kesehatan seorang guru tidak hanya mempengaruhi kehidupan pribadinya tetapi juga
kualitas pendidikannya secara keseluruhan. Mencapai efektivitas program manfaat
memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pemerintah harus memastikan bahwa semua guru menikmati hak-hak mereka sesuai
dengan peraturan yang berlaku, termasuk hak atas pendapatan yang memadai, perlindungan
sosial dan kesempatan untuk pengembangan pribadi. Selain itu, pemerintah harus memantau
pelaksanaan program kesejahteraan dan memastikan bahwa semua guru menerima manfaat
tanpa kecuali. Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga berperan penting dalam
mendukung kesejahteraan guru. Pengelola sekolah hendaknya memberikan perhatian khusus
terhadap kebutuhan materi dan non materi guru. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang
kondusif dan mendukung, guru dapat bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi yang
maksimal terhadap pendidikan. Kesejahteraan guru juga erat kaitannya dengan evaluasi kinerja
guru. Guru yang merasa dihargai kemungkinan besar memiliki etos kerja yang kuat dan
menjaga kualitas pengajarannya. Oleh karena itu, pemberian insentif, penghargaan, dan
pengakuan terhadap kinerja guru harus menjadi bagian dari program tunjangan.

Dalam praktiknya, program kesejahteraan guru dapat berbeda-beda tergantung pada
kebutuhan dan keadaan masing-masing guru. Program yang umum ditawarkan antara lain upah
untuk waktu tidak bekerja, asuransi kesehatan, tunjangan hari tua, dan tunjangan kerja. Selain
itu, program rekreasi dan beasiswa pendidikan juga tersedia sebagai bagian dari upaya
meningkatkan kesejahteraan guru. Kesimpulannya, kesejahteraan guru merupakan faktor
penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Dengan kesejahteraan sosial yang memadai,
guru dapat bekerja lebih baik dan berkontribusi terhadap pendidikan secara maksimal. Oleh
karena itu, pemerintah dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk memastikan semua
guru menikmati haknya sesuai peraturan yang berlaku. Seperti yang telah dikatakan oleh
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti pada Selasa (26/11/2024)
yang disiarkan melalui Chanel Youtube Kompas.com bahwa pada tahun 2025, guru yang
berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun non-ASN akan mengalami peningkatan sebesar
satu kali gaji untuk guru ASN dan Rp 2 juta untuk guru non-ASN yang telah ikut
sertifikasi/Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dengan cara ini, tujuan pendidikan yang maksimal
dapat tercapai dan masa depan negara dapat terjamin melalui generasi yang terdidik.

Studi Kasus Menganalisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Honorer Terhadap
Peningkatan Kualitas Pendidikan di SMKN 1 Driyorejo

Guru honorer memainkan peran yang sangat penting dalam menopang sistem
pendidikan Indonesia. Mereka sering kali menjadi garda terdepan di ruang kelas, memastikan
proses pembelajaran berjalan lancar. Namun, ironisnya, kontribusi mereka tidak selalu dihargai
secara proporsional, khususnya dalam hal gaji dan tunjangan. Ketimpangan ii mempengaruhi
motivasi dan kinerja mereka, serta berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.
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Berikut ini adalah ulasan mendalam yang mencakup ketimpangan gaji, keterbatasan tunjangan,
dampaknya terhadap kesejahteraan guru, serta solusi kebijakan yang dapat diambil.
1. Ketimpangan Gaji Guru Honorer

Gaji guru honorer secara umum lebih rendah dibandingkan guru PNS, bahkan sering

kali berada di bawah upah minimum regional (UMR). Sumber utama gaji guru honorer

adalah dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Namun, dana ini memiliki batasan
penggunaan, termasuk aturan bahwa pengeluaran untuk tenaga pendidik non-PNS tidak
boleh melebihi 15% dari total dana BOS. Akibatnya, gaji yang diberikan kepada guru
honorer sangat terbatas. Guru honorer sering kali menghadapi keterlambatan
pembayaran akibat proses pencairan dana BOS yang tidak tepat waktu. Hal ini
menciptakan tekanan finansial yang mengganggu stabilitas hidup mereka.

2. Tunjangan yang Tidak Merata

Guru honorer tidak mendapatkan hak yang sama seperti guru PNS dalam memperoleh

tunjangan sertifikasi, meskipun banyak dari mereka yang telah memenuhi kualifikasi.

Selain tunjangan sertifikasi, tunjangan lain seperti tunjangan kinerja, transportasi, atau

tunjangan kesejahteraan juga sulit diakses oleh guru honorer. Padahal, tunjangan ini

penting untuk menunjang kesejahteraan mereka. Meskipun Program PPPK (Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) telah dirancang untuk meningkatkan

kesejahteraan guru honorer, namun implementasinya menghadapi kendala, seperti

terbatasnya kuota dan tunjangan yang tidak setara dengan PNS.
3. Dampak Ketimpangan Gaji dan Tunjangan
Dengan penghasilan yang tidak mencukupi, banyak guru honorer harus mencari
pekerjaan tambahan. Hal ini berpotensi menurunkan fokus mereka dalam mengajar dan
berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Kontrak kerja yang bersifat jangka pendek
juga memperparah kondisi guru honorer, membuat mereka tidak memiliki kepastian
finansial atau masa depan karir yang jelas.
4. Upaya dan Kebijakan yang Dibutuhkan
a. Pemerintah perlu menetapkan standar gaji minimum bagi guru honorer yang
sesuai dengan UMR atau lebih tinggi, dengan alokasi dana pendidikan yang
memadai dari APBN dan APBD sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan
hidup secara layak.
b. Menyediakan tunjangan kesejahteraan dan pengembangan profesional, seperti
tunjangan kinerja dan sertifikasi dengan dukungan program pelatihan.
c. Menyederhanakan persyaratan administrasi untuk mendorong lebih banyak
guru honorer bergabung dalam program PPPK.
d. Mengubah kontrak kerja guru honorer dari jangka pendek menjadi jangka
panjang untuk memberikan keamanan finansial dan karir.

Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan guru honorer melalui perbaikan gaji dan
tunjangan merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dengan kesejahteraan yang lebih baik, guru honorer dapat lebih fokus menjalankan tugasnya
sebagai pendidik. Investasi dalam kesejahteraan mereka adalah investasi dalam masa depan
generasi bangsa.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan gaji dan tunjangan guru adalah
langkah penting untuk mendukung kesejahteraan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan
di Indonesia. Guru yang lebih sejahtera memiliki motivasi dan kinerja yang lebih baik, yang
‘berdampak langsung pada mutu pembelajaran di kelas. Namun, kebijakan ini dihadapkan pada
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tantangan besar, seperti kesenjangan pendapatan antara guru PNS dan non-PNS, disparitas
regional dalam penggajian, serta tekanan signifikan terhadap anggaran pendidikan nasional.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang sebagian
besar terserap untuk gaji dan tunjangan guru dapat menghambat pengembangan sektor
pendidikan lainnya, seperti infrastruktur dan program pembelajaran. Oleh karena itu,
diperlukan strategi yang terencana dan efisien untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal
tanpa membebani sektor pendidikan lainnya. Dengan perencanaan anggaran yang cermat,
distribusi dana yang adil, serta sistem evaluasi kinerja yang efektif, peningkatan kesejahteraan
guru dapat menjadi investasi strategis untuk menciptakan pendidikan yang lebih merata,
berkualitas, dan berkelanjutan di Indonesia.
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